OPINI

HAK-HAK SIPIL DAN POLITIK

DI INDONESIA SAAT INI

(Menelusuri Ketentuan ICCPR dalam Perundang-Undangan)

 Namun dibalik
Kabar gembira tadi
muncul  sejumlah
pertanyaan, mengapa
ratifikasi ICCPR, baru
akan dilaksanakan

sekarang?

Qleh:
£va Zulfani achya

A. Pengantar

Penegakan hukum bidang Hak Asasi Manusia (HAM) di
Indonesia semakin mendapat titik cerah. Dalam waktu dekat
pemerintah berencana untuk segera meratifikasi salah satu
instrumen internasional yang penting di bidang hak asasi manusia
(HAM) vaitu International Covenant on Civil and Political Rights
(ICGPR). Dengan diratifikasinya instrument hokum tersebut, maka
harapan akan adanya suatu pemenuhan HAM khususnya hak-hak
sipil dan politik akan makin meningkat.

Namun dibalik kabar gembira tadi muncul sejumlah pertanyaan,
mengapa ratifikasi ICCPR baru akan dilaksanakan sekarang?
Padahal sejak tahun 1976 Kovenan ini telah berlaku secara efektif
di 35 negara yang meratifikasinya. Dan sampai dengan bulan Juli
1999, kovenan ini telah diratifikasi oleh 145 negara, termasuk
beberapa negara baru yang lahir setelah perang dingin selesai.’ Satu
alasan mengapa tidak sejak lama Indonesia merafikasi intrumen ini
adalah karena sifatnya yang harus segara dijalankan (immediately)
dan karenanya bersifat justiciable. Terdapat suatu kekhawatiran
bila hak-hak tersebut belum dimasukkan dalam berbagai
perundang-undangan nasional maka beban berat untuk memenuhi
syarat yang diminta oleh ICCPR itu akan dipikul oleh Indonesia
sebagai negara yang meratifikasinya.

Sebagaimana yang telah diamanatkan oleh butir ketiga dari
Deklarasi Hak Asasi Manusia PBB yaitu “Bahwa sangat penting

! Yearbook of the United Nation Committee (1999) UN Doc. A/54/40,
Annex 1A
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agar hak-hak asasi manusia dilindungi dengan peraturan hukum,

agar orang tidak merasa terpaksa memilih jalan pemberontakan

sebagai usaha terakhir jalan pemberontakan sebagai usaha terakhir

guna menentang tirani dan penindasan”, maka bukan hanya ICCPR

tetapi juga berbagai instrumen HAM lainnya selayaknya menjadi

bagian dari peraturan hukum suatu negara. Oleh karena itu pasal 2

dari ICCPR mensyaratkan bahwa menjadi suatu kewajiban negara

untuk melakukan transformasi dan penerjemahan norma-norma

yang ada dalam ICCPR kedalam hukum nasional suatu negara.

Namun hal ini mungkin bukan merupakan suatu masalah besar buat

pemerintah indonesia karena sebagaian substansi ICCPR

sebenarnya sudah menjadi bagian dari berbagai rumusan perundang-

undangan yang ada di Indonesia. Tulisan ini akan mencoba

memetakan posisi ICCPR dalam berbagai peraturan perundang-

undangan di Indonesia dalam tabel-tabel? dalam bahasan

berikutnya. ' Sebagaimana
diketafiud bahwa yang

diatur didafam 10CPR,
menyangRkit dua

Sebagaimana diketahui bahwa yang diatur didalam ICCPR  fubstansi utama yaitu
, ) . . Hak Sipil dan Hak
menyangkut dua substansi utama yaitu Hak Sipil dan Hak Politik. he
Politik,
Hak sipil meliputi jaminan hak atas integritas pribadi (physical
integrity), hak atas proses hukum yang adil (prosedura! due process
rights) dan hak untuk tidak didiskriminasi {non-discriminationright).

B. 1ICCPR dan Peraturan Perundang- Undangan Indonesia

Sementara hak politik berkaitan erat dengan partisipasi seseorang
dalam kehidupan berpolitik didalam negara/masyarakatnya dan juga
menyangkut hak atas kebebasan berekspresi, berserikat dan
berkumpul dan hak untuk memilih dan dipilih. Serangkaian hak-
hak yang dalam kajian HAM dikenal sebagai HAM generasi pertama
yang mendominasi isu-isu dan materi HAM dalam berbagai
dokumen HAM diabad ke-18 dan ke-19. Hal ini amat kontras
tentunya dengan apa yang termasuk kedalam HAM generasi kedua
yang meliputi hak-hak dibidang ekonomi, sosial dan kebudayaan

? Penelusuran ini merupakan hasil kajiar, Sentra HAM FHUT sejak tahun
2002 sampai dengan 2005
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vang terangkum dalam fnternational Covenant for Economic, Sosial
dan Cultural Rights atau lebih dikenal sebagai /CESCR..Oleh
karenanya maka apa yang diatur didalam ICCPR pun meliputi hak-

halk:
Pasal 1:

Pasal 6:
Pasal 7:

Pasal 8:

Pasal 9:

Pasal 10:

Pasal 11:

Pasal 12:

Pasal 13:

Pasal 14:

Pasal 15:

Hak untuk menentukan nasib sendiri (Rigris of Self-
determination).

Hak untuk Hidup (Right to Life).

Kebebasan dari penyiksaan, perlakuan atau hukuman
yang kejam,tidak manusiawi dan merendahkan
martabat manusia (freedom from torture, in human
and degrading ireatmen or punishment).

Kemerdekaan untuk diperbudak, perbudakan dan
kerja paksa (freedom from slavery, servitude and
forced fabour).

Hak atas kebebasan pribasi dan rasa aman (Rights
to Liberty dan security of the Person).

Hak Tersangka/Terdakwa untuk diperlakukan
Secara Manusiawi(Rights to Detained Persons to
Humane Trearment).

Kemerdekaan atas Hukuman yang Dijatuhkan
Keran Ketidak mampuan Memenuhi Suatu
Perjanjian (Freedom from Imprisonment for
Inability to Fulfil a Contract).

Hak untuk berpindah-tempat tinggal ( Freedom of
Movement),

Hak Untuk Menolak Pengusiran paksa Bagi orang
Asing (Right of Aliens to Due Process when
Expelled).

Hak Atas pengadilan yang tidak memihak (Right
to a Fair Trial).

Kebebasan dari Ketentuan Perundang-Undangan
pidana yang berlaku surut (freedom from
retroactive criminal law),
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Pasal 16: Hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum
(right to recognition as a person before the Law).

Pasal 17: Hak Atas Privasi (Rights to Privacy).

Pasal i8: Kebebasan Berfikir, berkehendak dan beragama
(Freedom of Thought, Conscience and Religion).

Pasal 19; Kebebasan berpendapat dan berekspresi
(Freedom of oppinion and Expression),

Pasal 20: Kebebasan dari Propaganda Perang dan
kebebasan dari Kebencian pada Ras, Agama atau
Kebangsaan (Freedom from War Propaganda and
Freedom from Incitement to Racial, Religious or
National Hatred).

Pasal 21: Kebebasan Berkumpul (Freedom of Assembly).

Pasal 22: Kebebasan Berserikat (#reedom of Association).

Pasal 23: Hak atas Perlindungan terhadap Keluarga dan Hak
Untuk Menikah (Rights of Protection of the Family
and the right to Marry).

Pasal 24: Hak atas Perlindungan bagi Anak (Rights of
Protection for the Child).

Pasal 25: Hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan
bermasyarakat (Right of Participation in Public
life),

Pasal 26: Hak atas Persamaan dimuka Hukum dan Hak untuk
tidak didiskriminasi { Right to Equality before the
Law and Rights of Non-Discrimination).

Pasal 27: Hak-hak Minoritas ( Rights of Minorities).

Melihat substansi dari ketentuan dalam ICCPR tersebut, maka
sebetulnya sebagian hak-hak itu dapat ditemui juga dalam berbagai
peraturan perundang-undangan di Indonesia. Adapun undang-
undang dimaksud adalah sebagai berikut:
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(2)Pasal 28 H (1)Pasal
28 1 (1)Pasal 28 1 ayat
(1}Hak untuk hidup,
hak untuk tidak
disiksa, hak
kemerdekaan, pikiran
dan hati nurani, hak
beragama, hak untuk
tidak diperbudak, hak
untuk diskui sebagai
pribadi dihadapan
hukum dan hak untuk
tidak dituntut atas
dasar hukum yang
berlaku surut adalah
hak asasi manusia yang
tidak dapat dikurangi
dalam keadaan apapun.

hak uniuk tidak disiksa,
hak atas kebebasan
pribadi, pikiran dan hati
nurani, hak beragama,
hak untuk tidak
diperbudsk dan
persamaan dimuka
huknm, dan hek untuk
tidak dituntut atas dasar
hukum yang berlaku
surut adalah hak asasi
manusia yany tidak dapat
dikurangi dalam bentuk
apapun,

ICCPR UuD 1945 Uy 39/1999 tentang | KUHP!? UU lainnya
HAM

Pasal 1: - - - -

Pasal 6; | Pasal 28 APusal 28 B Pasal 4Hak untuk hidup, Pasal 338-340 tentang | ULl No.26/2002 tentang

pembunuhun

perlindungan anak Pasal
3,4,527-29, 45 (1)

Pasal 7: | Pasal 28 G ayat
(2):Setiap orang berhak
untuk bebas dari
penyiksaan atau
perlakuan yang
merendahkun derajar

kemanusiaan,..

Pasal 331}

Setiap orang berhak
untuk behas dari
penyiksaan,
penghukuman, atau
petlakuan yang kejam,
tidak manusiawi,
merendahkan derajat dan
martabat kemanusizannya
2) -
Setiap orang berhak
untuk bebas dari
penghilangan paksa dan
penghilangan nyawa,
Pasal 65 ayat (1)

Pasal 351-359 tentang
penganiayadan

UL R No.5/1998
tentang ratifikasi
Konvensi Menentang
Penyiksaan dan
Perlakuan atau
penghukuman lain yang
Kejam, Tidak Manusiawi
atauw Merendahkan
Martabat Manusia.

LU _26/2000  entang
Pengadilan HAMPasal
9 Kejahutan terhadap
kemanusiaan
sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 huruf b
adalah salah satu
perbuatan yang
dilakukan sebagai hagian
dari serangan yang
meluas dan sistematik
yang diketahuinya bahwa
serangan tersebut
ditujukan secara
langsung terhadap

m

*Sengajpenulis tempatkan dalam kolom tersendiri untuk memberi gambaran Hak-hak manasaja yang rumusan
dalam perundang-undangan nasional (KUHP) yang telah memiliki sanksi pidana sebagai jaminan pemenuhannya.
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[CCPR uun 1945 Uty 39/1999 tentang KUHP UU lainnya
HAM
penduduk sipil,
berupa:f. penyiksaang,
perkosa, perbudakan
seksual, pelacuran secara
paksa, pemaksaan
kehamilan. Pemandulan
atall sterilisasi secara
paksa atau bentuk-
bentuk kekerasan
seksual lain yang
setara.h. penganiayaan
terhadap suatu
kelompok tertentu atau
perkumpulan yang
didasari persamaan
paham politik, ras,
kebangsaan,etnis,
budaya,agama, jenis _
kelamin atau alasan lair |
yang telah dilarang
menurut hukum
internasional. UU 26/
2002 tentang
Perlindungan anak
Psl 16 (1),17,18,59a, 64
{2a), 78

Pasal 8: | Pasal 28 | ayat
{1):Hak untuk hidup,
hak untuk tidak
disiksa, hak
kemerdekaan, pikiran
dan hati nurani, hak
beragama, hak untuk
tidak diperbudak, hak
untuk diakui sebagai
pribadi dihadapan
hukum dan hak
untuk tidak dituntut
atax dasar hukum
yang berlaku surut
adalahk hak asasi
manusia yaag tidak
dapat dikurangi
dalam keadaun
apapun.

Pasal 9: | Pasal 28 | ayat Pasal 34 Setiap orang Pasal 328 : Penculikan | KUHAP : ketentuan
(1}:Hak untuk hidup, tidak boleh ditangkap, tentang Penangkapan
hak untuk tidak ditahan, disiksa, (Pasal 17-19)
disiksa, hak dikucilkan, diasingkan,
kemerdekaan, pikiran atau dibuang secara
dun hati nurani, hak seWenang-wenang, INJ 2671999 tentang
beragama, hak vneuk Pengadilan HAMPansal
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ICCPR UuD 1945 UU 39/1999 tentang KULIp UU lainnya -
HAM
tidak diperhudak, hak 9 Kejahatan terhadap
untuk diakui sebagai kemanusiaan
pribadi dihadapan sebagaimana dimaksud
hukum dan hak untuk dalam Pasal 7 huruf b
tidak dituntut aas adalah salah saiu
dasar hukum yang perbuatan yang
berlaku surut adalah dilakukan sebagai bagian
huk asasi manusia yang dari serangan yang
tidak dapat dikurangi meluas dan sistematik
dalam keadaan yang diketahuinya bahwa
apapun, serangan tersehyt
ditujukan secara
langsung terhadap
penduduk sipil, berupa:
huruf i.Penghilangan
vrung secars paksa.
Pasal 10; Pasal 65 (5) :Setiap anak KUHAP : ketentuan
yang dirampas tentang Penangkapan
kebebasannya berhak (Pasal 17-19)
mendapat P"‘fl“",“““ Tentang penahanan
secara manusiawi dan (Pasal 20-30)
dengan memperhatikan
kewtuhun pengembangan Tentang Pra Peradilan
diri seusia dengan (Pasal 77-B3)
usianya dan harus
dipisahkan dari crang - Tentang tersangka dan
dewaza, keuali demi terdakwa (Pasal 50 -
kepentingannya, 68).
Pasal 114 Pasal 19
1.Tiada suatu pelanggaran
atau kejahatan apapun
diancam dengan huku-
man berupa peramgprasan
sejurvh harta kekayaan
milik yang bersalah.
2. Tidak secrangpun atas
putusan pengadilan
boleh dipidana penjara
swlau kurungan berda-
sarkan atas alasan
ketidakmampuan untuk
mementhi suatu kewa-
jiban dalam perjanjian
utang piutang.
Pasal 12 Pasal 28 G ayat Pasal 28{1)Setap orung Kejuhatan terhadap
(2):...dan berhak berhak menecari suaks nyawa (antara lain
memperoleh suakz untuk memperoleh Pasal 338, 33% dan
i politik dari negars perlindungan politik dari | 340},-
lain. negara Lan.(2)ilak Kejahatan terhadap
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[CCPR UUD 1945 UL} 39/199% tentang KUHP UU lainnya
HAM
sebagaimana dimaksud tubuh misalnya
dalam ayat (1) tidak penganiayaan (Pasal
berlaku bugi mereka yang | 351-356);
melakukan kejahatan - Kejahatan terhadap
nonpolitik atau perbuatan kesusilaan, misalnya
vang bertentangan dengan perkosaan (Pasal
tujuan dan prinsip 285)- Kejahatan
Perserikatan Banpsa- terhadap nama baik,
Bangsa. misalnya penghinasn
{Pasal 314)
- Kejahatan terhadap
harta henda,
misalnys pencurian
(Pasal 362-365),
pemarasan (Pasal
J68), pengancaman
(Pasal 369),
penggelapan (Pasal
372) dan
penipuan{Pasal 378)
Pasal 13: - - -
Pasal 14:] Pasal 28 DSettap Pasal 17 Ut) No.d4/2004 Pasal 1,

urang berhak atas
pengakuan, jaminan,
perlindungan dan

kepastian bukum yang

adil serta perfakuan
yvang sama didepan
hukum,

Setiap crang, tanpa
diskriminasi, berhak untuk
mempercleh keadilan
dengan mengajukan
permohonan, pengaduan,
dan gugatan, dalam
perkara pidana, perdata,
maupun administrasi serta
diadili melakui proses
peradilan yang bebas dan
tidak memihak, sesuai
dengan hukum acaru yang
menjamin pemeriksaan
yvang chyektif oleh hakim
yang jujur dan adil untuk
memperoleh putusan yang
adil dan benar.

Pasal 18

1 .Setiap orang yang
ditangkap, ditahan, dan
dituntut karena
disangka melakukan
sesuatu tindak pidana
berhak dianggap tidak
bersalah, sampai
dibuktikan kesalahan
nya secara sah dalam
suatu sidang pengadilan
dan diberikan segala

4(3), dan 16
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ICCPR

uupD 1945

UU 39/1999 tentang
HAM

KUHP

UU lainnys

jaminan fiukum yang
dipertukan untuk
pembelaannya, sesual
dengan ketentuan
peraturan perundang-
undangan.

2. Setiap orung tidak
boleh dituntut untuk
dihukum atau dijatuhi
pidana, kecuali
berdasarkan suaty
peraturan perundang-
undangan yang sudah
adu sebelum tindak
pidana itu

dilakukannya.

3. Setiap ada perubahan

dalam peraturan
perundang-undangan,
maka berlaku
kewentuan yang paling
menguntungkan bagi
tersangka.

4. Setiap orang yang
diperiksa berhak
mendapatkan bantuan
hukum sejak saat
penyidikan sampai
aduanya putusan
pengadilan yang telah
memperclech kekuatan
hukum tetap.

5.8etiap orang tidak
dapat dituntut untuk
kedua kelinya dalam
perkara yany sama atas
suastu perbuatan yang
telah memperoleh
pPutusan pengadilan
yang berkekuatan
hukum tecap.

Pasal 15

Pasal 28 1 ayat (1):11ak
untuk hidup, hak
untuk tidak disikza,
hak kemerdekaan,
pikiran dan hati
nurani, huk beragama,
hak untuk tidak
diperbudak, hak
untuk diakui sebagai
pribadi dihadapan
hukum dan hak wntuk
tidak dituntet atas

Pasal 4

Hak untuk hidup, hak
untuk tidak disiksa, hak
kebebasan pribadi,
pikiran dan hati nurani,
hak beragama, hak untuk
tidak diperbudak, hak
untuk diakui sebagai
pribadi dan persamaan di
hadapan hukum, dan hak
untuk tidak dituntut atas
dasar hvkum yang berlaku

Pasal 1(})

Tap MPR No. XV1I/
MPR/1998
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ICCPR UUD 1945 UuU 39/1999 tentang KUHP UU lainnya
HAM
dasar hukum yung surut adatah hak hak
berlaku surut adalah manusia yang tidak dapat
hak asasi manusia yang | dikurangl dalam keadaan
tidak dapat dikurangi | keadaan apapun dan oleh
dalam keadaan siapapun.
apapun.
Pasal 16: Pasal 28 D ayat (2): Pasal 29(2)
Setiap orung berhak Setiap orang herhak atas
atas pengakuan, pengakuan di depan
jaminan, perlindungan | hukum sebagai manusia
dan kepastian hukumm | péthadi di mana saja ia
yang adil serta herada.
pengakuan vang sama
didepan hukum.
Pasal 28 T ayat (1):
Hak untuk hidup, hak
untuk tidak disiksa,
hak kemerdekaan,
pikiran dan hati
nurani, hak beraguma,
hak untuk tidak
diperbudak, hak
untuk diakui sebagui
pribadi dihadapan
hukum dan hak untuk
tidak dituntut atas
dasar hukum yang
berlaku surut adalah
hak asasi manusia yang
tidak dapat dikurangi
dalam keadaan
apapun.
Pasal 17 Pasal 28 G (1 ):Sedap Pasal 29 - Paxal 167
orang herhak atas (1). Setiap orang berhak KUHPMasuk
perfindungan diri atas perlindungan diri kepekarangan rumah
pribadi, keluarga, pribadi, keluarga, orang tanpa Izim.
kehormatan, martabat kehormatan, martabag, | - Pasal 310 — 319
dan harta benda yang dan hak miliknya tentang Pencemaran
dibawah kekuasasn- nama baik
nya, serta berhak atas | Pasal 31 - Pasal 335 rentnag
rasa amn dan (1) Termpat kediaman perbuatan tidak
perlindungan dari siapapun tidak boleh menyenangkan dil
ancaman ketakutan digangpu.
untuk berbuat sesuatu | (2) Menginjak atau
stau tidak berbuat memasuki suaty
sexilalu yang pekarangan tempat
merupakan hak asasi. kediaman atau
memasuk) suatu rumah
bertentangan dengan
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ICCPR uuD 1945 Ul 39/1999 rentang KUHP UU lainnya
HAM
kehendak orang yang
mendiaminya, hanya
diperbolehkan dalam
hal-hal yang telah
ditetapkan oleh
Undang-undang.
Pasal 32
Kemerdekaan dan rahasia
dalam hubungan surat-
menyurat termasuk
hubungan komunikasi
melalui sarana elekironik
tidak boleh diganggu,
kecuali atas perintah
hakim atau kekuasaan
lain yang sah sesual
dengan ketentuan
peraturan perundang-
undangan.
Pasal 184 Pasal 28 | ayat {1): Uy 23/2002
Hak untuk hidup, hak tentang
untuk tidak disiksa, Perlindungan Anak
hak kemerdekasn, Pasal 42-43, Pasal 86
pikiran dan hati
nurani, hak beragama,
hak untuk tidak
diperbudak, hak untuk]
diakui sebagai pribadi
dihadapan hukum dan
hak untuk tidak
dituntut utas dasar
hukum yang berlaku
surut adalah hak asasi
manusta yang tidak
dapat dikurangi dalam
keadaan apapun.
Pasal 191 Pasal 28 E uu 2372002
Settap orang berhak tentang
atas kebebasan Perlindungan Anak
berserikat dan Pusal 6
berkumpul dan
mengeluarkan
pendapat
Pasal 203
Pasal 211 Pasul 2B ESeliap vrang U No.13 tahun
berhak atas kebebasan 2003 tentang
berserikat dan Ketenagakerjaan
berkumpul dan Pasal 104
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ICCPR

UuD 1945

UU 39/1999 tentang
HAM

KUHP

UU lainnya

mengeluarkan

pendapat

Pasal 224

Pasal 28 I

Setiap orang herhak
atas kebebasan
herserikat dan
berkumpul dan
mengeluarkan
pendapat

UU Ne.13 tahun
20013  tentang

Ketenagakerjaan
Pasal 104

Pasul 23:

Pasal 28 G ayat (1)
Setiap orang berhak
atas perlindungan diri
pribadi, keluarga,
keharmatsan, martabat
dan harta benda yang
dibawah kekuasaan-
nya, serta berhak atas
rasa aman dan
perlindungun dari rusa
aman dan
perlindungan dari
ancaman ketakutan
untuk berbuat atan
tidak berbuat sesuatun
yvang merupakan hak

anasl.

UU No.1/1974
tentang Perkawinan

Pasal 24:

Pasal 34 ayat 1Fakir
miskin dan anak-anak
terlantar dipelihara
vleh negura.

UU No.23/2002
Tentang Perlindungan

Anak

UU No. 3/1997
Tentang Pengadilan

Anak

Ul No.4/1979
Tentang Kesejahteraan

Anak

UU No. 1/2008:
lentang pengesahan

I {iLO.ng. 182
tentang Pekerjaan
terburuk bagi Anak

U Ne 23/2004
Tentang Penghapusan
Kekerasan Dalam
Rumah Tangga

VOL. IV, No. 5, Oktober 2005

45



OPINI

ICCPR

uun

1945

Ul 39/1999 tentang
HAM

KUHP

UU lainnya

Pasal 251

Pasal 43

1.Seliap wurga negara
herhak untuk dipilih dan
memilih dalam pemilihan
umum bherdasarkan
persamaan hak melalui
pEmMUngULaN SUara yang
langsung, umum, bebas,
rahasia, jujur dan adil
sesuai dengan kelentuan
peraturan perundang-
undangan.

2.Setiap wurpa nepara
herhak turut serta dalam
pemerintahan dengan
langsung atau dengan
perantaraan wakil yung
dipilihnya dengan hebas,
menurut cara Yang
diventukan dalam
peraturan perundang-
undangan.

3.5etiap warga negara
dapat diangkat dalam
seliap jabatan
pemerintahan.

Pasal 44

Setiap orang baik sendiri
maupun bersama-sama
berhak mengajukan
pendapat, permohonan,
penpaduan, dan atau
usulan kepada
pemerintah dalam rangka
pelaksanaan
pemerintahan yang
hersth, efektif, dan
efisien, baik dengan lisan
manpun dengan tulisan
dengan ketentuan
peraluran perundang-
undangan.

Pasal 46

Sistemn pemilihan umum,
Kepartaian, pemilihan
anggota badan legistatif,
dan sistem pengangkatan

| di bidang eksekutif,

yudikatif, harus
menjamin keterwakilan
wanila sesuai persyaralan
yung dit>ntukan.

ULl No, 7/84 tentang
ratifikasi CEDAW

U No31/2002

tentang Parpol

UU. No.t2/2003
tentang PEMILU pusal
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Uy 39/1999
HAM

ICCPR UUD 1945 KUHP

tentang

UU lainnya

Pasal 26: Pasal 28 [ ayat (1):
Hak untuk hidup, hak
antuk tidak disiksa,
hak kemerdekaan,
pikiran dun hati nurani,
hak beragama, hzk
untuk tidak
diperbudak, hak untuk
diakui sebagai pribadi
dihadapan hukum dun
hak untok tidak
dituptut atax dasar
hokum yvang bertako
surut adalah hak asasi
munusia yang tidak
dapat dikurangi dalam
keudnan apapun,

ULl No.4/2004 tentang
Kekussaan Kehakbman

Pasal 5(1)

KUHAP Penjelasan
Umum

Puasal 27:

C. Tantangan Penegakan ICCPR di Indonesia

Tabel di atas (jika dapat dikatakan “sedikit”) dapat
menggambarkan posisi ICCPR didalam sistem hukum di Indonesia.
Meskipun ada beberapa hal yang mungkin menjadi pertanyaan
sehubungan dengan adanya beberapa ketentuan hukum nasional
yvang mungkin dapat menjadi pertanyaan seperti misalnya
hukuman mati dan ketentuan tentang hukuman paksa badan
{(gijzeling) dalam Bab V UU Pajak {UU No.19/1997). Berkenaan
dengan hukuman mati, langkah efektif untuk menengahi jurang
antara yang setuju atau tidak dengan hukuman mati telah dilakukan
oleh RKUHP. Hukuman mati bukan merupakan hukuman yang
gera harus dijatuhkan tetapi ada mekanisme dimana terpidana
tetap diberikan kesempatan untuk menyadari kekeliruannya
melalui masa percobaan selama 10 tahun.

Hal lain yang tak kalah pentingnya adalah kewajiban negara
untuk melakukan tindakan dalam rangka pemulihan bagi korban
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Adaluh  Flasik
untuk, mengatakan
bahwa kendala
penegakan Aukpm df
Indonesia disebabkan
karena  Retiadaan
peraturan perundang-
undangan.

pelanggaran hak atau kebebasan yang terdapat dalam ICCPR®
Ketentuan Pasal 2 ayat(3) ICCPR menegaskan bahwa
a. menjamin bahwa setiap orang yang hak-hak atau
kebebasannya yang dikaui dalam kovenan ini dilanggar,
akan memperoleh upaya pemulihan yang efektif, walaupun
pelanggaran tersebut dilakukan oleh orang-orang yang
bertindak dalam kapasitas resmu;

b. menjamin bahwa bagi setiap orang yang menuntut
pemulihan demikian, haknya atas pemulihan tersebut akan
ditetapkan oleh lembaga peradilan, administrasi atau
legislatif yang berwenang, atau lembaga lain yang
berwenang, yang ditentukan oleh sistem hukum negara
tersebut, dan untuk mengembangkan kemungkinan
pemulihan yang bersifat hukum;

c. menjamin bahwa lembaga yang berwenang akan
melaksanakan pemulihan tersebut apabila dikabulkan.

Melihat ketentuan undang-undang yang ada, KUHAP atau
undang-undang lain seperti UU No.26 tahun 2000 tentang
pelanggaran HAM berat atau undang-undang Terrorisme, telah
merumuskan suatu mekanisme pemberian gantirugi atau kompensasi
bagi korban, meski dalam tingkat impelentasinya
kerapdipertanyakan. Masalah ini ditambah pula dengan pertanyaan-
sejauh mana perkembangan UU Perlindungan Saksi dan Korban
yang telah lama digulirkan®,

Adalah klasik untuk mengatakan bahwa kendala penegakan
hukum di Indonesia disebabkan karena ketiadaan peraturan
perundang-undangan. Dari peta posisi ICCPR dalam berbagai
perundang-undangan pada dasarnya pelaksanaan ICCPR di
Indonesia tinggal menunggu dalam tataran implementasi saja.

4Ifdal Kasim, Hak Sipil dan Politik, (Jakarta: Elsam,2001)

5 Hasil Penelitian dan naskah akademis UU ini telah digulirkan oleh Sentra
HAM Ul bekerjasama dengan ICW sejak tahun 1999 dan hingga sekarang belum -
menunjukan tzada-tanda akan disahkan.
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Karenanya sebagaimana ditengarai oleh Hikmahanto Juwana®
tantangan terbesar dalam menegakkan hak-hak sipii dan politik
sebagaimana yang ada dalam ICCPR dan sebagai kewajiban yang
tertuang dalam-Pasal 2 ICCPR tersebut di atas, pada dasarnya
adalah dibidang penegakan hukumnya.

Berkaca pada pendapat Friedmen yang menyatakan bahwa
sistem hukum bukanlalhanya “rules”dan “regulation "saja , tetapi
juga struktur, institusi dan proses yang hidup dalam sistem. Dalam
hal ini aturan perundang-undangan yang baik tanpa adanya aparatur
penegak hukum yang memahami dan menghayati HAM maka aturan
itu akan menjadi hukum yang hanyél terumuskan namun tidak dapat
ditegakkan. Sejumlah pelanggaran atas sebagian hak-hak tersebut
dapat dilihat dari berbagai hasil penelitian yang telah banyak
dilakukan oleh berbagai institusi.

(Oleh karenanya menjadi sautu tantangan bagi pemerintah untuk
lebih menghargai HAM dengan menciptakan substansi hukum yang
lebih baik, aparat penegak hukum yang menghayati dan
mengimplementasikannya secara baik dan benar serta budaya
hukum masyarakat yang dapat menjamin pemenuhan hak-hak asasi
manusia pada tahun-tahun mendatang.

* Hikmahanto Juwana, Konsekwensi Ratifikasi ICCPR, ditelusur melalui
http//wrww. kompas.com/kompas-cetak/0506/08/0pini/ 1799437 .htm tertanggal 08
Juni 2005.

Berkaca  pada
pendapat Friedmen
Yang menyatafan bakwa
sistem fukum bukenlah
fanya “rufes” dan
“reguiation "saja , tetapi
Juga struktur, institusi
dan proses yang hidup
dalam sistem.
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